
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah 
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655 ); 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 
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12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3988) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keungan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 



32. Peraturan Bupati Bangli Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2011 ( Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 36 ); 

31. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ( Berita 
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 3 ); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangli 
Tahun 2012 Nomor 7); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli 
Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 
2011 Nomor 7);. 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 
Nomor 1); 

27. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1223/01-F/HK/2012 tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2011; 

26. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomam 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indoneseia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 



berkenaan tahun anggaraan Sisa Lebih Pembiayaan 
Rp24.780.383.971,37 

Rp. 58.953.085.620,09 
Rp. 2.664.464.473,00 
Rp. 56.288.621.147,09 

3. Pembiayaan: 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Neto 

Rp. 18.789.137.900,00 
Rp. 75.202.509.208,00 
Rp. 114.687.923.545,91 
Rp. 208.679.570.653,91 
Rp. 574.905.533.365,92 
Rp. (31.508.237.175,72) 

Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

b. Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang dan Jasa 
3. Belanja Modal 

Rp.305.727.750.189,00 
Rp. 0,00 
Rp. 165.000.000,00 
Rp. 7 .022.750.974,00 
Rp. 15.517.355.000,00 
Rp. 36.677.793.049,01 
Rp 0,00 
Rp. 1.115.313.500,00 
Rp. 366.225.962.712,00 

2. Belanja 
a. Belanja tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Bunga 
3. Belanja Subsidi 
4. Belanja Hibah 
5. Belanja Bantuan sosial 
6. Belanja Bagi Hasil ke Desa 
7. Belanja Bantuan Keuangan 
8. Belanja Tidak terduga 

Rp. 22.963 .226.126,08 
Rp. 520.434.070.064, 12 
Rp. 0,00 
Rp. 543.397.296.190,20 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain-lain pendapatan yang sah 

Jumlah 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas : 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERA TURAN BUPA TI TENT ANG PENJABARAN PERT ANGGUNG 
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. 



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 33 

BAGUSRAIDARMAYUDHA 

Diundangkan di Bangli 
pada tanggal 25 Juli 2012 
Pih. SEK7A:RAH KABUPATEN BANGLI, 

y~-~ 
I MADE GIANY AR 

pada tanggal 25 Juli 2012 

BUPATI BANGLI, 

Ditetapkan di Bangli 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 6 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Penjabaran laporan realissi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Ringkasan laporan realissi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci Lebih Lanjut kedalam penjabaran Laporan realisasi anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 


